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ABSTRAK 

Partisipasi masyarakat memiliki kedudukan yang strategis dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai salah satu bentuk 

perwujudan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum demokratis. Konsep 

partisipasi masyarakat telah mengalami berbagai perkembangan, yang salah 

satunya turut disertai dengan pengadopsian bentuk pendekatan partisipasi baru, 

yakni partisipasi yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sarana 

teknologi informasi dan komunikasi, yang dikenal sebagai electronic participation 

(e-participation). Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, e-participation 

telah diimplementasikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui platform 

Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji implementasi e-participation dalam proses pembentukan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta mengkaji strategi dan mekanisme optimalisasi 

pemenuhan konsep partisipasi bermakna (meaningful participation). Penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan doktrinal dengan spesifikasi preskriptif. Data yang 

digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-participation melalui 

platform SIPELAWAN belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dalam 

memenuhi konsep partisipasi bermakna (meaningful participation), khususnya hak 

masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Oleh 

karena itu, diperlukan pembenahan yang tidak hanya berorientasi pada 

pengembangan sistem informasi, tetapi turut mencakup aspek pengaturan, 

mekanisme pelaksanaan, serta kondisi pendukung keterlibatan masyarakat secara 

substantif. 
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